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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga 

(UNAIR) merancang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

(MBKM), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud. Program ini disebut sebagai 

MBKM by Design oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 

Universitas Airlangga (UNAIR). Pada dasarnya, program MBKM 

adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberi mahasiswa kesempatan 

untuk belajar di luar program studi selama tiga semester. Oleh karena 

itu, MBKM by Design FKM UNAIR dirancang untuk mahasiswa FKM 

UNAIR dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga kemitraan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan dari program 

sarjana kesehatan masyarakat. 

Program MBKM by Design FKM UNAIR 2023 memiliki 31 

instansi mitra dan dimulai pada semester ketujuh sebagai magang atau 

proyek mandiri. Selanjutnya, penempatan siswa akan disesuaikan 

dengan kemampuan dan kompetensi siswa dari masing-masing 

peminatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota 

Surabaya adalah salah satu lembaga yang terdaftar dalam program 

MBKM by Design FKM UNAIR. Magang diikuti oleh 24 mahasiswa 

biostatistika dan kesehatan reproduksi. 

Kependudukan bukan hanya masalah jumlah, seperti kelahiran 

dan kematian, tetapi juga masalah kualitas, kesejahteraan, administrasi 

penduduk, persebaran, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, agama, 

dan lingkungan. Bonus Demografi diprediksi akan terjadi di Indonesia 

pada sekitar tahun 2020 hingga 2035 Bonus demografi Indonesia, 

dengan 69,7% penduduk usia produktif, diperkirakan akan mencapai 
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puncaknya pada tahun 2030. Dengan manajemen yang tepat, ini dapat 

menjadi momentum untuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan 

kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut 

membuat kependudukan menjadi suatu urgensi bagi Bangsa Indonesia. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) menciptakan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). 

Program ini merupakan salah satu program unggulan DP3AP2KB. 

Program ini bertujuan untuk membentuk Generasi Berencana (GenRe) 

mulai dari tingkat sekolah dengan memasukkan materi tentang 

Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga ke 

dalam kurikulum sekolah. Tujuan program SSK adalah untuk 

meningkatkan sikap dan tanggung jawab siswa serta kemampuan 

mereka untuk beradaptasi dengan masalah dan dinamika kependudukan. 

Ada 168 sekolah di Kota Surabaya yang menjadi sasaran program 

SSK. Namun, tidak semua sekolah telah menerapkan program karena 

beberapa masalah, seperti kekurangan informasi, kekurangan sumber 

daya, dan kesiapan sekolah yang kurang. Laporan magang ini dibuat 

untuk meninjau tentang program SSK pada SMPN 46 yang sudah 

berkategori paripurna. 

1.2 TUJUAN 

1.1.1 Tujuan Umum 

Kegiatan dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang program 

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebagai integrasi keilmuan 

Kependudukan pada ruang lingkup pendidikan formal. 

1.1.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tentang gambaran umum dan subkegiatan 

pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di 

SMPN 46 

2. Meninjau pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan 

(SSK) di SMPN 46 

3. Mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program Sekolah 
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Siaga Kependudukan (SSK) di SMPN 46 yang berkategori 

paripurna 

1.3 MANFAAT 

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait didalamnya 

1.1.3 Manfaat Bagi Mahasiswa 

1. Memperoleh wawasan dan pemahaman tentang integrasi 

teori Kependudukan di lapangan 

2. Memahami terkait gambaran umum pelaksanaan program 

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMPN 46 

3. Mengembangkan kompetensi dan kemampuan mahasiswa 

di lapangan dalam melakukan identifikasi dan observasi 

terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan 

(SSK) di SMPN 46 

1.1.4 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi 

1. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan 

antara kedua belah pihak, yaitu institusi pendidikan dan 

institusi tempat magang dalam hal pendidikan 

2. Terlaksananya FKM UNAIR dalam memberikan kesempatan 

bagi mahasiswa untuk belajar langsung di lapangan dengan 

mengimplementasikan keilmuan yang telah diperoleh. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan saran untuk pelaksanaan 

magang periode berikutnya 

1.1.5 Manfaat Bagi Perusahaan (Instansi/ Dinas) 

1. Dapat membantu memberikan masukan sekaligus bahan 

pertimbangan untuk kemajuan baik dari segi teknis maupun 

administrative. 

2. Sebagai bahan evaluasi proses berjalannya program SSK. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sekolah Siaga Kependudukan 

2.2.1. Definisi Umum 

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang 

memasukkan materi tentang keluarga berencana dan kependudukan 

ke dalam mata pelajaran atau muatan lokal. Tujuan utama dari 

program ini adalah untuk mendorong pembentukan generasi 

berencana (GenRe). Program ini adalah hasil kerja sama antara 

Dinas Pendidikan dengan BKKBN. Program ini menuntut guru 

untuk memahami masalah kependudukan bersama dengan siswa 

mereka. 

Pembentukan SSK didasarkan pada upaya pemerintah untuk 

mengatasi Bonus Demografi, yang diproyeksikan akan terjadi pada 

tahun 2020–2035. SSK diharapkan dapat menjadi salah satu metode 

pengendalian pertumbuhan penduduk mulai dari skala kecil. Dengan 

demikian, program ini dilaksanakan di sekolah yang 

merupakan salah satu pihak yang berkontribusi pada perubahan, 

sebagai ruang lingkup pendidikan formal. 

Selain itu, diharapkan bahwa siswa yang menjadi sasaran 

program ini akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang 

kependudukan mulai dari usia dini. Diharapkan bahwa program SSK 

untuk siswa secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

tentang situasi dan kondisi kependudukan di lingkungan mereka. 

Selain itu, diharapkan bahwa program ini membantu siswa 

menumbuhkan dan meningkatkan sikap bertanggung jawab 

sehingga mereka dapat menjadi lebih peka terhadap masalah dan 

dinamika kependudukan yang terjadi di lingkungan mereka.  

Perlu diingat bahwa pelajaran kependudukan telah ada di 

pendidikan formal sejak lama, terutama di sekolah. Namun, 
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pelajaran ini masih terselip secara implisit dan hanya terdiri dari teks, 

padahal pelajaran harus aplikatif sehingga siswa dapat 

memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. 

 

2.2.2. Tujuan & Manfaat SSK 

Tujuan dan manfaat SSK sebagai berikut: 

1. Peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

tentang isu dan permasalahan kependudukan 

2. Peserta didik berperilaku yang mencermikan keluarga 

berkualitas 

3. Peserta didik memiliki pengetahuan dan peka terhadap 

masalah dan manfaat kependudukan setempat 

4. Peserta didik mampu menyajikan dan menginterpretasikan 

data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau 

digital 

5. Mengurangi angka putus sekolah dan kasus terkait 

kependudukan lainnya 

6. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta 

didik tentang manfaat dan dampak kependudukan. 

 

2.2.3. Tahapan Pembentukan SSK 

Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan terdiri dari tahapan 

yang dimulai dari koordinasi, sosialisasi dan orientasi, penyiapan 

kelengkapan, hingga peresmian. 

1. Pengkoordinasian pihak terkait 

Untuk membentuk SSK di setiap sekolah, perlu dilaksanakan 

koordinasi antar pihak yang terlibat, termasuk pihak sekolah, 

OPD Keluarga Berencana, dan Dinas Pendidikan setempat. 

2. Sosialisasi penyamaan persepsi 
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Setelah koordinasi selesai, terjadi sosialisasi. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah agar sekolah memperoleh pemahaman dan 

pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan SSK. Selain itu, 

kegiatan orientasi hanya melibatkan tenaga pendidik dengan 

memberikan materi tentang kependudukan dan pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah itu, rencana kerja 

untuk menerapkan SSK di sekolah akan dibuat. 

3. Penyiapan Kelengkapan 

Apabila rencana kerja telah dibuat, kelengkapan instrumen SSK 

harus disiapkan. Beberapa instrumen yang harus disiapkan 

termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, ketersediaan 

Pojok Kependudukan, dan penerapan materi kependudukan 

dalam kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler. 

4. Legalisasi 

Dengan menggunakan Surat Ketetapan Kepala Sekolah, 

program SSK secara resmi ditetapkan dan dilaksanakan di 

sekolah yang bersangkutan. Ini dilakukan dengan memulai 

kegiatan yang ada dalam program, seperti pelajaran yang 

menggabungkan topik kependudukan dan memulai pojok 

kependudukan di sekolah. 

 

 

2.2.4. Klasifikasi SSK 

Terdapat dua klasifikasi sekolah dalam program SSK. 

Klasifikasi tersebut terdiri atas tingkat dasar dan paripurna. Ada 

pun kriteria klasifikasi tersebut dengan sebagai berikut. 

Indikator 
Klasifikasi 

Bukti/Output 
Dasar Paripurna 

Surat 

Ketetapan 

SSK 

V V 

Dokumen 

berupa 

SK/Peraturan/S

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN MAGANG IDENTIFIKASI PELAKSANAAN SEKOLAH ...  MUHAMMAD RIZALS.A



 

7 

 

E dari pihak 

berwenang 

Keikutsertaan 

dalam 

Kegiatan 

Sosialisasi 

SSK 

V V 

Dokumentasi 

kegiatan berupa 

foto 

Orientasi 

penyusunan 

RPP 

terintegrasi 

materi 

Kependuduka

n 

1-2 guru yang 

mendapatkan 

orientasi 

>2 guru 

mendapatka

n orientasi 

1. Foto 

2. Rancangan 

RPP 

3. Sertifikat 

(apabila ada) 

Tersusunnya 

RPP 1-2 RPP >2 RPP 

Dokumen RPP 

sesuai mata 

pelajaran 

Koordinasi & 

Penguatan 

SSK 

1 kali 

pertemuan 

bahas SSK 

>2 kali 

pertemuan 

bahas SSK 

1. Foto 

2. Notulen 

3. Daftar Hadir 

Pojok 

Kependuduka

n 

ada materi 

kependuduka

n di 

perpustakaan 

Terdapat 

ruangan 

tersendiri 

sesuai juklak 

SSK 

1. Foto 

2. Perpustakaan 

maupun Pojok 

Kependudukan 

Kegiatan 

Kesiswaan 

yang 

mengandung 

konten 

1 Kegiatan >1 Kegiatan 

1. Foto 

2. Dokumen 

materi 

Kependudukan 
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Kependuduka

n 

3. Daftar hadir 

siswa 

 Terdapat 2 klasifikasi SSK di sekolah, yaitu Dasar dan 

Paripurna. Untuk menjadi SSK Paripurna, sekolah harus memenuhi 

kriteria klasifikasi Paripurna yang terdapat pada tabel di atas. 

Adapun penjelasan klasifikasi SSK Paripurna yakni sebagai berikut. 

a. SK Penunjukan SSK 

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna apabila sudah memiliki SK penunjukan SSK. Hal 

itu dapat dibuktikan dengan adanya dokumen berupa 

SK/Peraturan/Instruksi/SE dari pejabat yang berwenang. 

b. Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK 

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna apabila telah mengikuti kegiatan sosialisasi SSK. 

Pada tahun 2023, pihak DP3APPKB sudah pernah 

melaksanakan sosialisasi SSK di Gedung Siola lantai 4 pada 

bulan Mei. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan 1 

guru dan 1 siswa pada masing-masing sekolah. Output yang 

dapat dijadikan bukti bahwa sekolah pernah mengikuti 

sosialisasi SSK yakni adanya dokumentasi kegiatan berupa 

foto. 

c. Orientasi penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan 

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna apabila terdapat lebih dari 2 guru yang terlibat 

dalam penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan. 

Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah tersebut 

sudah melibatkan lebih dari 2 guru dalam penyusunan RPP 

terintegrasi materi kependudukan, yaitu adanya foto dan 

rancangan RPP. Selain itu, dapat pula menyertakan sertifikat 

jika ada. 
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d. Tersusunnya RPP 

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna apabila telah tersusun lebih dari 2 RPP terintegrasi 

materi kependudukan. Output yang dapat dijadikan bukti 

bahwa sekolah tersebut sudah menyusun RPP terintegrasi 

materi kependudukan, yaitu dengan tersedianya dokumen 

RPP sesuai dengan mata pelajaran yang terintegrasi materi 

kependudukan.  

e. Koordinasi dan Penguatan SSK 

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna apabila telah mengikuti koordinasi dan penguatan 

SSK lebih dari sekali pertemuan bahas SSK. Output yang 

dapat dijadikan bukti bahwa sekolah tersebut pernah 

mengikuti koordinasi dan penguatan SSK yaitu dengan 

adanya foto, notulen, dan daftar hadir dalam kegiatan 

tersebut. 

f. Pojok Kependudukan 

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna apabila dalam sekolah tersebut terdapat pojok 

kependudukan dengan ruangan tersendiri. Ruangan tersebut 

menyediakan bacaan khusus untuk materi kependudukan. 

Output yang dapat dijadikan bukti bahwa di sekolah terdapat 

pojok kependudukan, yaitu adanya foto dan ruang 

perpustakaan maupun pojok kependudukan itu sendiri. 

g. Kegiatan kesiswaan yang mengandung konten 

kependudukan 

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna apabila sekolah tersebut melaksanakan kegiatan 

kesiswaan yang mengandung konten kependudukan lebih 

dari satu kegiatan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa 
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sekolah sudah melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu adanya 

foto kegiatan dan dokumen materi kependudukan yang 

menjadi tema kegiatan atau disisipkan dalam kegiatan. Selain 

itu, dapat pula disertakan daftar hadir siswa yang mengikuti 

kegiatan tersebut. 

 

2.2.5. Pengelolaan SSK 

Semua pihak yang terlibat dalam menjalankan dan mengelola 

program SSK memiliki tupoksi yang berbeda. Meskipun masing-

masing pihak memiliki tugas pokok yang berbeda-beda, mereka 

tetap memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu bertanggung 

jawab atas terselenggaranya SSK. Kepala sekolah bertanggung 

jawab atas kegiatan, memberikan arahan dan pembinaan, dan juga 

memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan program SSK. Selanjutnya, subjek utama 

program SSK adalah tenaga pendidik atau guru, dan tenaga 

pendidik juga bertanggung jawab untuk membimbing kegiatan 

kesiswaan dan ekstrakulikuler terkait kependudukan. 

Diharapkan siswa tidak hanya berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan belajar, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan 

mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan kesiswaan, terutama 

yang berkaitan dengan kependudukan. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1 Lokasi MBKM by Design FKM UNAIR 

Lokasi MBKM by design FKM UNAIR berada di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Pendudukan dan 

Keluarga Berencana Kota Surabaya yang bertepatan di Jl. Kedungsari No.18, 

RT.02/RW.01, Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60261.  

3.2 Waktu Pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR 

Pelaksanaan MBKM by design FKM UNAIR dilaksanakan pada 

semester 7 dimulai dari 2 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023. 

Berikut merupakan rangkaian kegiatan magang 

No Kegiatan 
Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Pembekalan 

Magang 
            

2 
Pelaksanaan 

Magang 
            

3 
Seminar Hasil 

Magang 
            

4 
Penyusunan 

Laporan 
            

 

3.3 Metode Pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR 

Pelaksanaan magang dilaksanakan secara luring dalam rangka aplikasi ilmu 

perkuliahan pada instansi terkait dengan rangkaian aktivitas sebagai berikut:  

1. Pengenalan instansi, lingkungan kerja, serta tugas yang akan dilaksanakan 

saat magang.  
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2. Partisipasi secara aktif dengan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang 

diberikan oleh unit kerja pada instansi tempat magang   

3. Melakukan observasi dan analisis dari kegiatan yang dilaksanakan selama 

magang pada instansi berlangsung 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. 

Data primer yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan saat 

melaksanakan asesmen Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ke sekolah. Data 

sekunder yang digunakan merupakan data yang telah dipublikasi di situs web 

DP3APPKB.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Instansi  

4.1.1  Lokasi instansi 

Program MBKM dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 

(DP3APPKB) Kota Surabaya. DP3APPKB Kota Surabaya terletak di 

Wonorejo, Tegalsari, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, 

Jawa Timur. Dan lokasi analisis dalam tulisan ini adalah SMPN 46 Kota 

Surabaya. 

4.1.2  Struktur organisasi DP3APPKB Kota Surabaya 

Suatu perusahaan maupun kedinasan membutuhkan struktur yang 

baik untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi 

dapat menjelaskan dan menghubungkan jabatan, fungsi, tugas, dan 

tanggung jawab setiap karyawan di perusahaan. Suatu garis komando 

yang kuat dan terorganisir diperlukan untuk perusahaan yang lebih besar 

dan lebih banyak tanggung jawab. 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3APPKB Kota Surabaya 

Sumber: DP3APPKB, 2023 
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4.1.3  Visi dan misi DP3APPKB Kota Surabaya 

1. Visi 

Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan 

Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat 

2. Misi 

2.1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan 

terhadap perermpuan dan anak 

2.2. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan 

ketahanan keluarga 

2.3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan 

pemberdayaan masyarakat 

 

4.1.4  Tugas dan fungsi DP3APPKB 

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Berikut 

merupakan tugas dan fungsi dari DP3APPKB 

Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan. 

2. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan  Keluarga Berencana 

dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

3. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

4. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

5. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 

lingkup tugasnya. 

6. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai lingkup tugasnya. 
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7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

4.2 Identifikasi Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) 

Berkategori Paripurna pada SMPN 46 Surabaya 

SMPN 46 Surabaya merupakan salah satu sekolah yang sudah 

menerapkan program SSK. Setelah dilakukan assessment, program SSK di 

SMPN 46 terkategorikan paripurna. Tidak semua sekolah di Surabaya yang 

sudah menerapkan SSK terkategorikan paripurna. Terdapat beberapa Hal 

yang membuat SSK di SMPN 46 terkategorikan paripurna. 

a. SK Penunjukan SSK 

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna karena sudah memiliki SK penunjukan SSK. Hal itu dapat 

dibuktikan dengan adanya dokumen berupa SK SSK yang dibuat 

dan ditandatangani oleh kepala sekolah. 

 

 

b. Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK 

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna karena telah mengikuti kegiatan sosialisasi SSK. Pada 

Gambar 4.2 SK SSK SMPN 46 Surabaya 

Sumber: Dokumen Tim Assessment 
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tahun 2023, pihak DP3APPKB sudah pernah melaksanakan 

sosialisasi SSK di Gedung Siola lantai 4 pada bulan Mei. Perwakilan 

1 guru dan 1 siswa SMPN 46 Surabaya hadir pada sosialisasi 

tersebut. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah pernah 

mengikuti sosialisasi SSK yakni adanya dokumentasi kegiatan 

berupa foto. 

 

 

c. Orientasi penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan 

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna karena terdapat lebih dari 2 guru yang terlibat dalam 

penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan. Output yang 

dapat dijadikan bukti bahwa sekolah tersebut sudah melibatkan lebih 

dari 2 guru dalam penyusunan RPP terintegrasi materi 

kependudukan, yaitu adanya foto dan rancangan RPP. Selain itu, 

dapat pula menyertakan sertifikat jika ada. 

Gambar 4.3 Keikutsertaan SMPN 46 Surabaya dalam Sosialisasi SSK 

Sumber: Dokumen Tim Assessment 
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d. Tersusunnya RPP 

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna karena telah tersusun lebih dari 2 RPP terintegrasi materi 

kependudukan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah 

tersebut sudah menyusun RPP terintegrasi materi kependudukan, 

yaitu dengan tersedianya dokumen RPP sesuai dengan mata 

pelajaran yang terintegrasi materi kependudukan.  

 

 

Gambar 4.4 Lampiran SK SSK SMPN 46 Surabaya 

Sumber: Dokumen Tim Assessment 

Gambar 4.5 RPP SMPN 46 Surabaya yang terintegrasikan dengan SSK 

Sumber: Dokumen Tim Assessment 
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e. Koordinasi dan Penguatan SSK 

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna karena telah mengikuti koordinasi dan penguatan SSK 

lebih dari sekali pertemuan bahas SSK. Output yang dapat dijadikan 

bukti bahwa sekolah tersebut pernah mengikuti koordinasi dan 

penguatan SSK yaitu dengan adanya foto, notulen, dan daftar hadir 

dalam kegiatan tersebut. 

f. Pojok Kependudukan 

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna karena terdapat pojok kependudukan dengan ruangan 

tersendiri. Ruangan tersebut menyediakan bacaan khusus untuk 

materi kependudukan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa di 

sekolah terdapat pojok kependudukan, yaitu adanya foto dan ruang 

perpustakaan maupun pojok kependudukan itu sendiri. 

 

 

g. Kegiatan kesiswaan yang mengandung konten kependudukan 

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK 

Paripurna karena  melaksanakan kegiatan kesiswaan yang 

mengandung konten kependudukan lebih dari satu kegiatan. Output 

yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah sudah melaksanakan 

Gambar 4.6 Pojok Kependudukan SMPN 46 Surabaya 

Sumber: Dokumen Tim Assessment 
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kegiatan tersebut, yaitu adanya foto kegiatan dan dokumen materi 

kependudukan yang menjadi tema kegiatan atau disisipkan dalam 

kegiatan. Selain itu, dapat pula disertakan daftar hadir siswa yang 

mengikuti kegiatan tersebut. 

 

 

 

4.3 Pembelajaran Pencapaian Learning Outcome Mata Kuliah  

4.3.1  Aplikasi komputer biostatistika  

Dalam proses asesmen SSK, mata kuliah aplikasi komputer 

biostatistika dapat digunakan untuk memberikan data deskriptif 

persentase berapa banyak sekolah yang telah memenuhi persyaratan 

untuk membentuk SSK serta untuk melihat cross-tabulation mengenai 

ketersediaan SK kepala sekolah dengan pojok kependudukan dalam 

proses pembentukan SSK.   

1. Distribusi sekolah sasaran per wilayah  

Tabel 4.1 Distribusi Sekolah Sasaran per Wilayah  

Wilayah  Jumlah   Persentase (%)  

Barat   27  16,1  

Pusat   35  20,8  

Selatan   48  28,6  

Timur   27  16,1  

Gambar 4.7 Kegiatan Kesiswaan yang mengandung konten 

kependudukan 

Sumber: Dokumen Tim Assessment 
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Utara   31  18,5  

Total   168  100,0  

  

 Terdapat 16,1% (n=27) sekolah di wilayah barat, 20,8% 

(n=35) di wilayah pusat, 28,6% (n=48) di wilayah selatan, 16,1% 

(n=27) di wilayah timur, dan 18,5% (n=31) sekolah di wilayah utara 

Kota Surabaya yang menjadi sasaran SSK.   

  

2. Distribusi jenjang pendidikan sekolah sasaran  

Tabel 4.2 Distribusi Sekolah Sasaran per Jenjang Pendidikan  

Jenjang Pendidikan  Jumlah  Persentase (%)  

SMP/sederajat  148  88,1  

SMA/sederajat  20  11,9  

Total  168  100,0  

  

 Terdapat 88,1% (n=148) sekolah menjadi sasaran SSK 

berjejang SMP/sederajat dan 11,9% (n=20) sekolah menjadi sasaran 

SSK berjejang SMA/sederajat di Kota Surabaya. 

 

3. Ketersediaan SK Kepala Sekolah  

Tabel 4.3 Ketersediaan SK Kepala Sekolah  

Ketersediaan SK Kepala 

Sekolah  

Jumlah  Persentase (%)  

Tidak ada  96  57,1  

Ada  72  42,9  

Total  168  100,0  

  

Terdapat 57,1% (n=96) sekolah sasaran tidak memiliki SK 

Kepala Sekolah, dan 42,9% (n=72) sekolah sasaran memiliki SK 

kepala sekolah untuk program SSK, di Kota Surabaya. 

  

4. Ketersediaan Pojok Kependudukan  

Tabel 4.4 Ketersediaan Pojok Kependudukan  
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Ketersediaan Pojok 

Kependudukan  

Jumlah  Persentase (%)  

Tidak ada  125  74,4  

Ada  43  25,6  

Total  168  100,0  

  

 Terdapat 74,4% (n=125) sekolah sasaran tidak memiliki 

Pojok Kependudukan dan  25,6% (n=43) sekolah sasaran telah 

memiliki Pojok Kependudukan, di Kota Surabaya.   

  

5. Sekolah yang telah mengikuti sosialisasi SSK  

Tabel 4.5 Keikutsertaan Sekolah dalam Sosialisasi SSK  

Keikutsertaan Sosialisasi  Jumlah  Persentase (%)  

Tidak hadir  26  15,5  

Hadir  142  84,5  

Total  168  100,0  

  

 Terdapat 15,5% (n=26) sekolah tidak mengikuti sosisialisasi 

SSK dan 25,6% (n=43) sekolah mengikuti sosisialisasi SSK, di Kota 

Surabaya.   

 

6. Sekolah yang telah melaksanakan orientasi kepada guru untuk 

melaksanakan integrasi materi kependudukan kedalam mata 

pelajaran  

  
Tabel 4.6 Jumlah Guru yang Telah Diorientasi  

Jumlah guru yang 

diorientasi  

Jumlah  Persentase (%)  

Tidak ada  108  64,3  

1-2 guru  43  25,6  

>2 guru  17  10,1  

Total  168  100,0  

  

 Terdapat sebanyak 64,3% (n=108) sekolah sasaran belum 

melaksanakan orientasi kepada guru untuk menerapkan integrasi 
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materi kependudukan dalam pmbelajaran, sebanyak 25,6% (n=43) 

sekolah sasaran telah melaksanakan orientasi kepada guru sebanyak 

1-2 guru untuk menerapkan integrasi materi kependudukan dalam 

pmbelajaran, dan sebanyak 10,1% (n=17) sekolah sasaran telah 

melaksanakan orientasi kepada guru sebanyak >2 guru untuk 

menerapkan integrasi materi kependudukan dalam pmbelajaran, di 

Kota Surabaya.   

  

7. Mata pelajaran yang telah terintegrasi materi kependudukan  

Tabel 4.7 Mata Pelajaran yang Telah Terintegrasi Materi Kependudukan  

Jumlah mata pelajaran 

terintegrasi  

Jumlah  Persentase (%)  

Tidak ada  104  61,9  

1-2 mata pelajaran  49  29,2  

>2 mata pelajaran  15  8,9  

Total  168  100,0  

  

Terdapat 61,9% (n=104) sekolah sasaran belum menerapkan 

integrasi materi kependudukan ke dalam mata pelajaran, 29,2% 

(n=49) telah menerapkannya ke dalam 1-2 mata pelajaran, dan 8,9% 

(n=15) telah menerapkannya ke dalam lebih dari 2 mata pelajaran. 

di Kota Surabaya. 

 

8. Ekstrakurikuler yang telah terintegrasi materi kependudukan  

Tabel 4.8 Ketersediaan Ekstrakurikuler Terintegrasi Materi Kependudukan  

Ketersediaan 

ekstrakurikuler terintegrasi  

Jumlah  Persentase (%)  

Tidak ada  111  66,1  

Ada  57  33,9  

Total  168  100,0  

  

Terdapat 66,1% (n=111) sekolah sasaran tidak memiliki 

ekstrakurikuler yang telah terintegrasi materi kependudukan, dan 
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33,9% (n=57) sekolah sasaran memiliki ekstrakurikuler yang telah 

terintegrasi, di Kota Surabaya. 

 

9. Ketersediaan papan nama SSK  

Tabel 4.9 Ketersediaan Papan Nama SSK  

Ketersediaan Papan Nama 

SSK  

Jumlah  Persentase (%)  

Tidak ada  141  83,9  

Ada  27  16,1  

Total  168  100,0  

  

Terdapat 83,9% (n=141) sekolah sasaran tidak memiliki 

papan nama SSK, dan 16,1% (n=27) sekolah sasaran memiliki 

papan nama SSK, di Kota Surabaya. 

 

10. Ketersediaan PIK-R  

Tabel 4.10 Ketersediaan PIK-R  

Ketersediaan PIK-R  Jumlah  Persentase (%)  

Tidak ada  73  43,5  

Ada  95  56,5  

Total  168  100,0  

 

Terdapat 43,5% (n=73) sekolah sasaran tidak memiliki PIK-

R, dan 56,5% (n=95) sekolah sasaran memiliki PIK-R yang 

terintegrasikan dengan SSK, di Kota Surabaya.   

 

11. Cross-tabulation ketersediaan SK kepala sekolah dengan pojok 

kependudukan dalam pembentukan SSK  

  
Tabel 4.11  Tabulasi Silang Ketersediaan SK Kepala Sekolah dengan Pojok 

Kependudukan  

Ketersediaan 

SK Kepala 

Sekolah  

Pojok Kependudukan  

Jumlah  Tidak ada  Ada  

n  %  n  %  

Tidak ada  93  96,9  3  3,1  96  
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Ada  32  44,4  40  55,6  72  

Total  125  43  168  

  

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah 

sasaran sebanyak 96,9% (n=93) tidak memiliki SK kepala sekolah 

dan tidak memiliki pojok kependudukan; ada 3,1% (n=3) sekolah 

sasaran yang tidak memiliki SK kepala sekolah tetapi memiliki 

pojok kependudukan; 44,4% (n=32) sekolah sasaran memiliki SK 

kepala sekolah tetapi tidak memiliki pojok kependudukan; dan 55,6% 

(n=40) sekolah sasaran memiliki SK kepala sekolah tetapi tidak 

memiliki pojok kependudukan.   

4.3.2  Aplikasi komputer analisis kependudukan  

Untuk melaksanakan SSK, aplikasi komputer analisis 

kependudukan dapat digunakan. Salah satu syarat pembentukan SSK 

adalah bahwa sekolah harus memiliki pojok kependudukan yang berisi 

informasi tentang struktur penduduk sekolah, seks rasio penduduk, dan 

total populasi sekolah. Dengan menggunakan program Excel, guru dan 

siswa dapat melakukan hal ini.   

4.3.3  Teknik sampling dan penentuan besar sampel  

Selama pelaksanaan SSK, DP3APPKB menggunakan teknik 

sampling non-probability untuk memilih sekolah sasaran. Ini dilakukan 

karena ada banyak sekolah di Surabaya. Dengan menggunakan teknik 

sampling ini, DP3APPKB dapat memilih sekolah yang ingin menjadi 

sasaran utama dengan memberikan kriteria iklusi dan ekslusi pada 

pemilihan sekolah.   

4.3.4  Sistem informasi geografis  

Dalam pelaksanaan SSK, sistem informasi geografis dapat 

digunakan untuk mempetakan sekolah baik yang telah maupun yang 

belum melakukan SSK. Ini dapat dicapai dengan menggunakan program 

QGIS 3.32 dengan mengumpulkan data persentase sekolah yang 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN MAGANG IDENTIFIKASI PELAKSANAAN SEKOLAH ...  MUHAMMAD RIZALS.A



 

25 

 

memiliki pojok kependudukan per kecamatan di Kota Surabaya. 

 

Gambar 4.8 Peta SSK berdasarkan Ketersediaan Pojok Kependudukan per Kecamatan di Kota 

Surabaya Tahun 2023 

Sumber: Data diolah, 2023 

  

Peta SSK di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan 

di Kota Surabaya tidak memiliki pojok kependudukan di sekolah. 

Sekolah tersebut diantaranya yaitu Kecamatan Pakal, Benowo, Tandes, 

Lakasantri, Karang Pilang, Wonocolo, Gunung Anyar, Tegalsari, 

Pabean Cantian, Semampir, dan Simokerto. Selain itu, terdapat 10 

kecamatan: Sambikerep, Asemrowo, Sukomanunggal, Dukuh Pakis, 

Jambangan, Gayungan, Wonokromo, Gubeng, Bubutan, memiliki pojok 

kependudukan sekitar 0,1-33%. Dan diketahui juga bahwa terdapat 

sebanyak 10 kecamatan yaitu Kecamatan Wiyung, Sawahan, 

Krembangan, Tenggilis Mejoyo, Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, 

Genteng, Tambaksari, dan Bulak yang memiliki pojok kependudukan 

sekitar 33,1-67%.  
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4.3.5  Penilaian kritis biostatistika dan kependudukan  

Penilaian kritis biostatistika dan kependudukan dapat 

diimplementasikan dalam pelaksanaan SSK. Ketika sekolah melakukan 

SSK, mereka dapat menggunakan penilaian kritis biostatistika dan 

kependudukan untuk mengajarkan siswa tentang kependudukan. Salah 

satu tujuan SSK adalah agar siswa dapat menganalisis data mikro 

kependudukan secara sederhana dengan menyajikan data dalam bentuk 

peta, grafik, atau digital. Ini dapat meningkatkan kemampuan siswa 

untuk berpikir kritis dan menilai kependudukan yang ada di sekolah, 

Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia secara keseluruhan.   

4.3.6  Metode penelitian  

Metode penelitian dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan 

kegiatan asesmen SSK. Ketika mahasiwa melakukan asesmen SSK, 

metode penelitian deskriptif dapat digunakan. Penelitian deskriptif 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana SSK 

tersebar di berbagai sekolah.   

4.3.7  Teknik pengukuran fertilitas, KB, dan mortalitas  

Dalam SSK, teknik pengukuran fertilitas, KB, dan mortalitas dapat 

digunakan. Dengan adanya pojok kependudukan dan integrasi materi 

kependudukan, siswa diharapkan dapat memberikan informasi statistik 

sederhana tentang angka kelahiran dan kematian di Kota Surabaya, 

Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia.    

4.3.8  Aspek kesehatan lingkungan dalam penanganan bencana  

Dalam pelaksanaan SSK, elemen kesehatan lingkungan dalam 

menangani bencana dapat digunakan. Siswa diajarkan tentang 

kependudukan untuk mencegah konflik sosial dan budaya terjadi di 

Indonesia. Jika pengungsi datang ke Indonesia karena konflik tersebut, 

siswa dapat mempelajari bagaimana pengungsi dapat memengaruhi 

aspek kependudukan seperti kesehatan reproduksi dan struktur 
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kependudukan di tempat mereka tinggal dengan tetap memiliki 

pemahaman tentang kesehatan lingkungan.     

4.3.9  Asuransi Kesehatan  

 Asuransi Kesehatan dapat diimplementasikna dalam analisis data 

mentah aplikasi ELSIMIL maupun aplikasi Syang Warga. Pengimputan 

data dilakukan karena form pendataan sebelumnya berupa data dalam 

lembaran form offline. Mahasiswa ditugaskan untuk memindahkan data 

dalam form tersebut ke dalam database digital di masing-masing aplikasi 

yang tersedia. Dalam proses pengimputan data, ditemukan missing data, 

salah satunya di bagian asuransi kesehatan yang dimiliki responden. 

Mahasisiwa dituntut untuk kritis dalam mengatasi hal tersebut dengan 

mencari Solusi untuk membersihkan data tersebut berdasarkan wawasan 

mahasiswa terkait asuransi kesehatan dan juga jeterangan dari 

pengumpul data.   

 

4.4 Kendala Pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR 

MBKM by design FKM UNAIR dilaksanakan dari tanggal 2 Oktober 

2023 hingga 22 Desember 2023. Ada beberapa tantangan selama 

pelaksanaan, seperti keterbatasan waktu magang, yang menyebabkan semua 

kegiatan dimampatkan, dan  sudah  bergantinya susunan kepengurusan 

sekolah sehingga kesulitan menemukan narahubung sekolah yang tepat 

untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan asesmen dan advokasi 

SSK.   
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa magang merupakan suatu wadah bagi mahasiswa dalam 

menerapkan materi yang telah didapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia 

kerja.  

Dari hasil hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa hal yang membuat SSK di SMPN 46 berkategorikan paripurna. Dan 

apabila dilihat Kembali, sebenarnya mayoritas sekolah di Surabaya sangat bisa 

untuk mendapatkan predikat SSK paripurna apabila memahami betul terkait 

indicator dan intrumen dari SSK itu sendiri. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan kendala yang dihadapi selama kegiatan 

magang, maka terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya penjelasan teknis MBKM dilaksanakan per 

departemen/divisi dan disarankan dilaksanakan sesuai dengan keadaan 

instansi. 

2. Mahasiswa magang sebaiknya melaksanakan magang dengan disiplin 

dan percaya diri saat pelaksanaan kegiatan.  
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